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PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 267 /Kp/BPPT/VIII/2009
NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/219/M.PAN/7/2008
tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya,
dipandang perlu menetapkan kembali Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya,

b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi daiam pelaksanaan
keputusan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
84);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),



10.

11.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/
Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4Q15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);



Menetapkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2005;

Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengkaijian dan Penerapan Teknologi;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan
Angka Kreditnya,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN
ANGKA KREDITNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

(1) Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,

tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan
teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang
penelitian  terapan, pengembangan, perekayasaan, dan
pengoperasian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan
hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang
berwenang.

(2) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang

dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan dari berbagai disiplin
ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan
kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan
manusia.



(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Kegiatan kerekayasaan adalah kegiatan bertahap yang secara
runtun meliputi penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan
dan pengoperasian.

Penelitian Terapan adalah kegiatan penelitian multi disiplin ilmu
pengetahuan  yang dapat dilanjutkan  melalui  kegiatan
pengembangan dan perekayasaan.

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori iimu pengetahuan
yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi,
manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah
ada atau menghasilkan teknologi baru.

Perekayasaan adalah kegiatan penerapan iimu pengetahuan dan
teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk
menghasilkan sistem, model, nilai, produk dan/atau proses
produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang
dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan
estetika, dalam suatu kelompok kerja fungsional.

Pengoperasian adalah kegiatan yang meliputi uji operasional dan
evaluasi, pemasaran, penjualan serta pelayanan pasca jual,
modifikasi  dan perawatan dari suatu produk atau sistem
kerekayasaan untuk tujuan non komersial maupun komersial.
Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh
Pejabat Fungsional Perekayasa dalam rangka pembinaan karier
yang bersangkutan.

Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk
membantu menilai prestasi kerja Perekayasa.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa adalah Instansi
pemerintah yang secara fungsional bertanggung jawab dalam
pengelolaan Jabatan Fungsional Perekayasa secara nasional.
Majelis Perekayasa adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh
Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa
dengan tugas memberikan pemikiran tentang pengembangan
perekayasaan nasional dan pemikiran tentang Jabatan Fungsional
Perekayasa termasuk di dalamnya norma-norma dan kode etik
kerekayasaan.

Organisasi Fungsional Kerekayasaan adalah organisasi yang
dibentuk secara temporer (ad foc) untuk pelaksanaan kegiatan
kerekayasaan dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan
tertentu.

Struktur Rincian Kerja (Work Breakdown Structures/WBS) adalah
struktur pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kegiatan
kerekayasaan atau bidang keilmuan.

Paket Pekerjaan (Work Packagel WP) merupakan rincian kerja dari
struktur rincian kerja (WBS) tertentu yang disusun berdasarkan
disiplin keilmuan atau kegiatan perekayasaan.

Kepala Program (Program Director) adalah Inisiator Program yang
memberikan arahan tentang garis-garis besar kegiatan termasuk
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status keterkinian teknologi {state of the art technology), strategi
keuangan program, maupun eksekusinya.

Insinyur Kepala (Chief Engineer) adalah Pengelola Program yang
bertanggung jawab terhadap kualitas teknis hasil program,
sumber daya manusia dan fasilitas program.

Asisten Insinyur Kepala (Assistant Chief Engineer) adalah Asisten
Pengelola Program yang bertanggung jawab terhadap kualitas
teknis hasil program, sumber daya manusia dan fasilitas program.
Manajer Program (Program Manager) adalah Pengelola Program
yang bertanggung jawab terhadap pendanaan dan jadwal
pencapalan sasaran.

Asisten Manajer Program (Assistant Program Manager) adalah
Asisten Pengelola Program vyang bertanggung jawab terhadap
pendanaan dan jadwal pencapaian sasaran.

Ketua Kelompok (Group feader) adalah Kepala sebuah struktur
rincian kerja ( WBS) yang membawahkan beberapa paket kerja,
Ketua Sub Kelompok (Leader) adalah Kepala sebuah paket kerja.
Staf Perekayasa (Engineering Staff) adalah Pelaksana kegiatan
penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan dan
pengoperasian seperti diinstruksikan dalam buku acuan/petunjuk
program (Program Manual) untuk spesifik bidang tertentu.

Buku Acuan/Petunjuk Program (Program Manualy merupakan
acuan umum yang menjelaskan semua hal berkaitan dengan
program.

Buku Acuan/Petunjuk Desain (Design Manual) adalah acuan yang
menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan program desain.
Buku Acuan/Petunjuk  Kerekayasaan (Engineering  Manual)
merupakan acuan yang menjelaskan semua hal yang berkaitan
dengan teknis kerekayasaan.

Buku Acuan/Petunjuk Pengujian (7esting Manual) merupakan
acuan yang menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan
penguijian kerekayasaan.

Buku Acuan/Petunjuk Produksi dan Integrasi (Production and
Integration Manual) merupakan acuan yang menjelaskan semua
hal yang berkaitan dengan program produksi suatu hasil desain.
Catatan Teknis (7echnica! Notes/ TN) adalah dokumen laporan
yvang terdiri dari hanya satu subjek yang melatarbelakangi
kegiatan sebuah paket kerja yang disajikan dalam bentuk catatan-
catatan teknis oleh staf perekayasa ( Engineering Staff).

Laporan Teknis (7echnical Reportf TR) adalah dokumen laporan
hasil kegiatan Paket Pekerjaan (/) yang ditulis oleh ketua sub
kelompok (leader) yang merupakan rangkuman dari beberapa
catatan teknis ( 7TAV).

Revisi Laporan Teknis (Technical Memorandum/TM); adalah
dokumen laporan yang merupakan perbaikan dari satu atau
beberapa pasal dari laporan teknis (7R) yang mungkin terjadi
sebagai akibat dari perkembangan kegiatan.

Dokumen Teknis (T7echnical Document/TD) adalah dokumen
laporan hasil kegiatan struktur rincian kerja (WBS) yang ditulis
oleh Ketua Kelompok {Group Leader) yang merupakan rangkuman
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dari beberapa laporan teknis (7R) dalam struktur rincian kerja
( WEBS) tersebut.

Laporan Pemantauan dan Pengendalian Kemajuan Kegiatan
(Progress Controf and Monitoring/PCM) adalah dokumen laporan
hasil pemantauan dan pengendalian jalannya program dari seqi
jadwal dan aliran pendanaan yang ditulis oleh Manajer Program
(Program Manager).

Laporan Akhir Program (Program Document/PD) adalah dokumen
laporan hasil akhir dari program yang merupakan rangkuman dari
seluruh dokumen teknis (72) dan laporan pemantauan dan
pengendalian kemajuan kegiatan (PCM) dari program tersebut
yang ditulis oleh Insinyur Kepala (Chief Engineer), Manajer
Program (Program Manager) dan kepala program {Program
Director).

Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit
Perekayasa adalah Pejabat Eselon II.

Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara
dan memberhentikan dalam dan dari . jabatan fungsional
Perekayasa adalah Pejabat yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Perekayasaan Instansi Pemerintah adalah unit kerja yang
melaksanakan  kegiatan  fungsional  Kerekayasaan pada
Departemen, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Departemen
atau Instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung,
Pimpinan  Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala
Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara,
Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat
struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah
Bupati/Walikota.

Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional
Perekayasa bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB I1
USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 2

Bahan penilaian angka kredit Perekayasa disampaikan pimpinan
unit kerja paling rendah pejabat struktural esefon III yang
bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui
atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada
pejabat yang berwenang mengusuikan penetapan angka kredit.
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Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit
Perekayasa menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui Tim
Penilai.

Usul penetapan angka kredit untuk Perekayasa dibuat menurut

contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Peraturan

Bersama ini.

Setiap usulan penetapan angka kredit Perekayasa harus dilampiri

dengan:

a. Surat pernyataan melakukan kegiatan kerekayasaan dan
bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tersebut pada Lampiran Il Peraturan Bersama ini;

b. Surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
dan bukti fisiknya dibuat menurut contoch formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama
ini;

¢. Surat pernyataan melakukan  kegiatan  penunjang
pelaksanaan tugas perekayasa dan bukti fisiknya, dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada
Lampiran IV Peraturan Bersama ini;

d. Surat Pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
dan fotocopi bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatinan dan/atau keterangan yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat menurut
contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan
Bersama ini.

Pasal 3

Setiap usulan penetapan angka kredit bagi Perekayasa harus
dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian
kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam
Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: PER/219/M.PAN/7/2008.

Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 4

Penetapan angka kredit Perekayasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh sebagaimana
tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bersama ini.

Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:

a. Perekayasa yang bersangkutan;

b. Sekretaris Tim Penilai Perekayasa yang bersangkutan;



c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian
Kepegawaian instansi yang bersangkutan: dan
d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

(1) Penilaian dan penetapan angka kredit Perekayasa ditakukan
paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

(2) Dalam hal Perekayasa akan dipertimbangkan untuk naik
pangkat, penetapan angka kredit ditetapkan paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit
ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun yang
bersangkutan; '

b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit
ditetapkan paling fambat bulan Juli tahun yang
bersangkutan.

Pasal 6

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam
menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan atau
memberikan kuasa kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/219/M.PAN/7/
2008.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka
tertib administrasi dan pengendalian harus membuat spesimen
tandatangan dan disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara.

(3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, spesimen tandatangan pejabat yang
menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak
dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan
dalam Pasal 5 ayat (2), maka angka kredit dapat ditetapkan oleh
pejabat lain satu tingkat dibawahnya, yang secara fungsional
bertanggung jawab di bidang kerekayasaan setelah mendapatkan
delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.




BAB 111
TIM PENILAI
Pasal 8

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai adalah
sebagai berikut:

a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat Perekayasa yang dinilai;

b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja
Perekayasa; dan

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali
masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa
tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau
berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai
mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai

masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang
menetapkan Tim Penilai.

(5) Dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim
Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

(6) Susunan Anggota Tim Penilai paling kurang 7 (tujuh) orang
terdiri dari unsur teknis yang secara langsung bertanggung
jawab di bidang kerekayasaan, unsur kepegawaian, dan pejabat
fungsional Perekayasa dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;

b. Seorang Wakil Ketua merangkap angqgota;

¢c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari  unsur
kepegawaian; dan

d. Paling kurang 4 {(empat) orang anggota.

(7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling
kurang 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional Perekayasa.

(8) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim
Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai
kompetensi dalam penilaian prestasi kerja di bidang
kerekayasaan.

(9) Kualifikasi pendidikan dan tata cara penilaian Tim Penilai dalam
melakukan tugas ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Perekayasa.
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Pasal 9

Tugas Tim Penilai Pusat adalah:

d.

Membantu Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi atau Pejabat Eselon 1 vyang ditunjuk dalam
menetapkan angka kredit Perekayasa Madya pangkat
Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan
Perekayasa Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang
IV/e yang ada di lingkungan pemerintah pusat dan daerah;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau Pejabat
Eselon I yang ditunjuk, yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud datam huruf a.

Tugas Tim Penilai Instansi adalah:

d.

Membantu Pejabat Pembina Pegawai Pusat atau Pejabat lain
yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian serendah-
rendahnya eselon II dalam menetapkan angka kredit
Perekayasa Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang
Ill/a sampai dengan Perekayasa Madya pangkat Pembina
gotongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Instansi
Pusat;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian Pusat atau Pejabat lain yang ditunjuk
yang membidangi kepegawaian serendah-rendahnya eselon
Il yang berhubungan dengan penetapan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Tugas Tim Penilai Unit Kerja adalah:

a.

Membantu Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang membidangi
kepegawaian (serendah-rendahnya eselon II) dalam
menetapkan angka kredit Perekayasa Pertama pangkat
Penata Muda golongan ruang IIl/a sampai dengan
Perekayasa Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di
lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat
yang ditunjuk di lingkungan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknalogi yang membidangi kepegawaian
(serendah-rendahnya eselon II) yang berhubungan dengan
penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf
a

Tugas Tim Penilai Provinsi adalah:

a.

Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang
bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang
membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon II)
bagi Perekayasa Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang III/a sampai dengan Perekayasa Madya pangkat
Pembina golongan ruang IV/a dalam menetapkan angka
kredit di lingkungan Provinsi;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian Provinsi yang bersangkutan atau
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(5)

(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian
(serendah-rendahnya eselon II) yang berhubungan dengan
penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf
a.

Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah:

a. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota
yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang
membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon II)
bagi Perekayasa Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang IIl/a sampai dengan Perekayasa Madya pangkat
Pembina golongan ruang IV/a dalam menetapkan angka
kredit di lingkungan Kabupaten/Kota;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota yang bersangkutan
atau pejabat lain yang ditunjuk vyang membidangi
kepegawaian  (serendah-rendahnya eselon 1II) vyang
berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana
dimaksud datam huruf a.

Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian dan

penetapan angka kredit Perekayasa dapat dimintakan kepada

Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.

Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk,

penilaian dan penetapan angka kredit Perekayasa dapat

dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat,

Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Unit

Kerja.

Pasal 10

Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya,
dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh Sekretaris
Tim Penilai yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang
kepegawaian.

Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat
membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para
ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau
bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis
yang diperlukan.

Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan
pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan
penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang
memerlukan keahlian tertentu.

Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab
kepada Ketua Tim Penilai.
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BAB IV
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 12

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan
jabatan dan/atau kenaikan pangkat Perekayasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 13

Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat

dipertimbangkan apabila:

a. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan

€. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

Kenaikan jabatan dari jenjang Perekayasa Madya menjadi

Perekayasa Utama ditetapkan oleh  Presiden setelah

mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

Kenaikan jabatan dari jenjang Perekayasa Pertama sampai

dengan Perekayasa Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian instansi masing-masing.

Pasal 14

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat

(2)

(3)

dipertimbangkan apabila:

a. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

C. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian
pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang

menduduki jabatan Perekayasa Madya pangkat Pembina Tingkat

I golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda golongan

ruang IV/c sampai dengan untuk menjadi Perekayasa Utama

pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, ditetapkan

dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan

teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki

jabatan Perekayasa Pertama pangkat Penata Muda golongan
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ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan
ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Perekayasa Madya
pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan
dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang
bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala
Badan Kepegawaian Negara.

(4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang
menduduki jabatan Perekayasa Pertama pangkat Penata Muda
golongan ruang III/a untuk menjadi

(5)

(6)

(1)

)

(3)

Penata Muda Tingkat I
golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Perekayasa
Madya pangkat Pembina Tingkat 1 golongan ruang IV/b,
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat
persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara yang besangkutan.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota
yang menduduki jabatan Perekayasa Pertama pangkat Penata
Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat
I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi
Perekayasa Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang
I1Il/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota
yang menduduki jabatan Perekayasa Muda pangkat Penata
Tingkat I golongan ruang III/d untuk menjadi Perekayasa Madya
pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina
Tingkat 1 golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang
bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala
Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 15

Kenaikan pangkat bagi Perekayasa dalam jenjang jabatan yang
lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya
telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perekayasa yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit
yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih
tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan
untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Perekayasa pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi
angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam
masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan
mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) angka
kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari
kegiatan tugas pokok.
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(4)

(5)

Perekayasa Madya yang akan nalk pangkat menjadi Pembina
Tingkat I golengan ruang IV/b sampai dengan Perekayasa
Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang I1V/e, diwajibkan
mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit setiap
kenaikan pangkat yang berasal dari kegiatan pengembangan
profesi.

Perekayasa Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang
IV/e, setiap 2 (dua) tahun sejak menduduki jenjang pangkat
diwajibkan mengumpulkan paling kurang 50 (lima puluh) angka
kredit dari kegiatan tugas pokck dan pengembangan profesi.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 16

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam
dan dari jabatan Perekayasa ditetapkan oieh pejabat yang berwenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)

(3)

(4)

Bagian Pertama
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipit yang diangkat untuk pertama kali dalam
jabatan Perekayasa harus memenuhi syarat:
a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV di
bidang teknologi sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
b.  pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang I11/a;
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.
Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi
Jabatan Fungsional Perekayasa, yang telah dipersiapkan pada
waktu pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat
harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
Perekayasa sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh
Instansi Pembina;
Kualifikasi pendidikan dan pelatihan fungsional untuk Jabatan
Fungsional Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.
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(5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang
tidak mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan
fungsional Perekayasa, diberhentikan dari jabatan Perekayasa;

(6) Surat Keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan
Perekayasa dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada
Lampiran VII Peraturan Bersama ini.

Pasal 18

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam
jabatan Perekayasa dapat dipertimbangkan dengan ketentuan
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/219/M.PAN/ 7/2008;

(2) Pangkat vyang ditetapkan - bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan
pangkat vyang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan
Perekayasa ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang
diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit
dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama
dan unsur penunjang.

(3) Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari
jabatan lain ke dalam jabatan Perekayasa dibuat menurut

contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan
Bersama ini.

Pasal 19

Bagi Perekayasa yang karena perpindahan jabatan, memifiki
pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Perekayasa yang
diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih
tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka
kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan.

Pasal 20
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
dan Pasal 18 ayat (1) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

jabatan Perekayasa dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan
Perekayasa.

Bagian Kedua
Pembebasan Sementara

Pasal 21
(1) Perekayasa Pertama sampai dengan Perekayasa Madya,

dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila telah 5 (lima)
tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

kredit untuk kenaikan jabatannya setingkat lebih tinggi bagi
Perekayasa yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang
setara dengan pangkat yang dimiliki.
Perekayasa Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a
sampai dengan Perekayasa Utama pangkat Pembina Utama
Madya golongan ruang 1V/d, dibebaskan sementara dari
jabatannya, apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir
tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi bagi Perekayasa yang akan mendapatkan
kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan
terakhir.
Perekayasa Pertama sampai dengan Perekayasa Utama
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima)
tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka
kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
bagi Perekayasa yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat
sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
Perekayasa Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang 1V/e
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 2 (dua)
tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat
mengumpulkan paling rendah 50 (lima puluh) angka kredit dari
kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
Pembebasan sementara bagi Perekayasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) didahului dengan
peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu
pembebasan sementara dibuat menurut contoh sebagaimana
tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.
Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Perekayasa dibebaskan
sementara dari jabatannya, apabila:

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat
berat berupa penurunan pangkat;
diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
ditugaskan secara penuh di luar bidang kerekayasaan;
menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
Perekayasa yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap
melaksanakan tugas pokok jabatan Perekayasa, dapat dinilai dan
ditetapkan angka kreditnya.

ang

Surat Keputusan pembebasan sementara dari jabatan

Perekayasa dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada
Lampiran X Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 22

Perekayasa diberhentikan dari jabatannya, karena:
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 avat (1) sampai dengan ayat (4), tidak dapat
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau

b. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berat
berupa penurunan pangkat.

Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Perekayasa dibuat

menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XI

Peraturan Bersama inf.

BAB VI
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN
Pasal 23

Perekayasa yang dibebaskan sementara karena tidak dapat
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi, diangkat kembali dalam jabatan
Perekayasa  apabila telah  memenuhi  angka  kredit
kekurangannya.

Perekayasa vyang dibebaskan sementara karena dijatuhi
hukuman disiplin, dapat diangkat kembali dalam jabatan
Perekayasa apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut
telah berakhir.

Perekayasa yang dibebaskan sementara karena diberhentikan
sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
1966, dapat diangkat kembali datam jabatan Perekayasa apabila
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi
hukuman percobaan.

Perekayasa yang dibebaskan sementara karena ditugaskan di
luar bidang kerekayasaan, dapat diangkat kembali dalam
jabatan Perekayasa apabila telah selesai melaksanakan tugas di
luar bidang kerekayasaan dengan ketentuan usia paling tinggi
54 (lima puluh empat) tahun untuk Perekayasa Pertama dan
Perekayasa Muda, dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan)
tahun untuk Perekayasa Madya dan Perekayasa Utama.
Perekayasa yang dibebaskan sementara karena cuti di luar
tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi
semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Perekayasa.
Perekayasa yang dibebaskan sementara karena tugas belajar
iebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan
Perekayasa apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
Pengangkatan kembali dalam jabatan Perekayasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) dapat dilakukan apabila
usia yang bersangkutan paling kurang 2 (dua) tahun sebelum
mencapai batas usia pensiun Jabatan Fungsional Perekayasa.
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(8) Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan
Perekayasa dibuat sesuai contoh sebagaimana tersebut pada
Lampiran VII Peraturan Bersama ini.

Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Perekayasa
sebagaimana tersebut dalam Pasal 23, jabatannya ditetapkan
berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah
angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan
fungsional Perekayasa.

BAB VII

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN
ANGKA KREDIT

Pasal 25

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/219/M.PAN/7/2008 telah dan masih melakukan tugas di
bidang Kerekayasaan berdasarkan keputusan Pejabat yang
berwenang dapat diangkat ke dalam jabatan Perekayasa melalui
penyesuaian/inpassing dengan ketentuan sebagai berikut:

a. telah memiliki pengalaman kerja di bidang kerekayasaan
minimat 10 (sepuluh) tahun berdasarkan pendidikan
minimal S-1 atau Diploma IV di bidang teknologi sesuai
dengan kualifikasi yang ditentukan;

b.  pangkat paling rendah Penata, golongan ruang IIl/c;

C.  berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun untuk
PNS yang akan diangkat menjadi Perekayasa Muda, dan
berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun untuk
PNS yang akan diangkat menjadi Perekayasa Madya atau
Perekayasa Utama.

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir;

e. direkomendasikan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Perekayasa.

(2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/inpassing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir
sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/219/M.PAN/7/2008.

(3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing
sebagaimana dimaksud Lampiran III Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
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PER/219/M.PAN/7/2008 dihitung dalam pembulatan ke bawah,

yaitu:

a. Masa kerja dalam pangkat terakhir kurang dari 1 (satu)
tahun, masuk dalam kolom kurang 1 (satu) tahun sebagai
dasar perhitungan angka kredit kumulatif
penyesuaian/inpassing;

b. Masa kerja dalam pangkat terakhir 1 (satu) tahun sampai
dengan kurang dari 2 (dua) tahun, masuk dalam kolom 1
(satu) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit
kumulatif penyesuaian/inpassing;

c. Masa kerja dalam pangkat terakhir 2 (dua) tahun sampai
dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, masuk dalam kolom 2
(dua) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit
kumulatif penyesuaianfinpassing;

d. Masa kerja dalam pangkat terakhir 3 (tiga) tahun sampai
dengan kurang dari 4 (empat) tahun, masuk dalam kolom 3
(tiga) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit
kumulatif penyesuaian/inpassing;

e. Masa kerja dalam pangkat terakhir 4 (empat) tahun atau
lebih, masuk dalam kolom 4 (empat) tahun sebagai dasar
perhitungan angka kredit kumulatif.penyesuaian/inpassing.

(4) Surat Keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan
angka kredit Perekayasa, ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang mengangkat dan memberhentikan Perekayasa yang
dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut dalam

Lampiran XII Peraturan Bersama ini.

(5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit

Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

setelah memperhitungkan formasi Perekayasa yang tersedia.

Pasal 26

(1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit
Perekayasa di fingkungan instansi pusat dan daerah dapat
ditetapkan mulai tanggal penetapan peraturan bersama ini dan
paling lambat tanggal 31 Januari 2010 dengan ketentuan
berlakunya surat keputusan penyesuaian/inpassing terhitung
mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing
telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka
sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit
Perekayasa, yang bersangkutan terlebin dahulu dipertimbangkan
kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan
dan angka kredit telah digunakan pangkat terakhir.
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BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Perekayasa tidak
dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional fain
maupun jabatan struktural.

Pasal 28

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah
memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang
dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa
kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya
setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan
pangkat berikutnya, apabila telah mengumputkan angka kredit paling
kurang 10 % (sepuluh) persen dari jumlah angka kredit untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan
tugas pokok.

Pasal 29

(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan
tindakan dalam melaksanakan pembinaan Perekayasa, Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Instansi Pembina
Jabatan Perekayasa melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi
kepada pejabat yang berkepentingan dan Perekayasa.

(2) Untuk pembinaan karier Perekayasa secara profesional sesuai
kompetensi jabatan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :

a. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional
Perekavasa;

b. menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional
Perekavyasa;

c.  menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan
Fungsiona! Perekayasa;

d. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan
Fungsional Perekayasa;

e. mensosialisasikan Jabatan Fungsional. Perekayasa serta
petunjuk pelaksanaannya;

f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

fungsional/teknis fungsional Perekayasa;
g. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional
Perekayasa;
h.  memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Perekayasa;
i memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Perekayasa;
j. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan
kode etik Perekayasa;
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k. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional
Perekayasa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan
diatur kemudian oleh Xepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara
bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas
masing-masing.

Pasal 31
Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan
Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII Peraturan
Bersama ini.

Pasal 32
Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bersama yang mengatur Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Perekayasa dan Angka Kreditnya yang ditetapkan sebelum berfakunya
Peraturan Bersama ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Agustus 2009
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CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA

LAMPIRAN |

PERATURAN BERSAMA HEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGH DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR

TANGGAL

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA

Nomor:

INSTANS}

MASA PENILAIAN :

Butan Tahun &/d Bulan

Tahun

KETERANGAN PERORANGAN

Nama

NIP

Nomor Seri Karlu Pegawan

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Pangkal/Golongan Ruang/TMT

Jabatan FungsionalfTMT

ofo| ool ol wfo]

Masa Kerjs golongan lama

Masa Kerja golongan baru

-
- o

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILA)

UNSUR , SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA | BARU | JUMLAH [ LAMA[BARU| JUMLAR |

3 4 5 6 7 8

PENDIDIKAN

A [Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelarfijazah

1. |Doktor (83)

2. |Magister (32}

3. |Safjana (S1}

B Perdidikan dan Petatihan di Bidang Kegialan kerekayasaan dan
Memperoteh Surat Tanda Tamat Pendidiken dan Pelatinan {STTPP)

1 Lamanya lebih dari 960 jam

Lamanya 641 — 960 jam

Lamanya 481 — 640 jam

Lamanya 161 — 480 jam

Lamanya 81 — 160 jam

Lamanya 31 - 80 jam

NEERDEE

Lamanya 10 - 30 jam

C  |Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Pendidikan dan Palatihan Prajabatan golongan Hl

KEGIATAN KEREKAYASAAN

A |Pelaksanakan kegialan penelilian terapan. pengembangan, perekayasaan
[dan pengoperasian

1. |Sebagai Stal Perekayasa (Engineering Staff)

a Melaksanakan kegiatan Kerakayasaan

1) Melaksanakan desain konseptual

{a) Menetapkan lujuan dan kebutuhan desain Design
Requirement and Objective)

{b) _|Menyusun filosofi rancang bangun

(€] |Manelapkan metoda yang digunakan

2}, |Melaksanakan desain awal

{8) [Merekayasa bentuk konfigurasi

(b) [Mengkalkulasi kinerja awal

(&) Membuat gambar 1aknis (Engineering Drawing)
awal

3).  |Melaksanakan Desain rinci

(a)  [Melaksanakan iterasi hasil desain awal

(b) _[Mengoplimasi hasil desain awal

(c) |Melaksanakan konfigurasi desain rinci

(d) _[Menetapkan konfiguras:

4). |Melaksanakan perhitungan

8] _|Melaksanakan perhilungan pendekatan awal

(b) |Melaksanakan perhilungan analitik rinci

(c) Melaksanakan kemputasi numerik

3).  |Melaksanakan pengujian

{2) |Menetapkan konliguras: pengujian

(b) [Membuat benda uji

(c) __|Menelapkan sistem penginderaan pengujian
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{d) {Menetapkan sisitem perolehan dan pengolahan data

(e) _|Melaksanakan operasi pengujian

) Menganalisis dala

{g) {Menginierprelasi hasil up

8) Melzksanakan explorast
{a) |Menetapkan instrumenlas: explorasi
(o) [Menatapkan sasaran explorasi
(c) _{Mslaksanakan exploras:
{d) |[Menganalisis data exploras:
(e) [Menginterpretasi hasil explorasi
7). |Malaksanakan observasi
(2) |Menelapkan instrumeniasi observasi
(b) |Menetapkan sasaran observasi
(¢) [|Melaksanakan observasi
{d} _{Menganalisis dala observasi
{e) jMenginterpretasi hasi observasi
B) Melaksanakan pengukuran
(a) {Menstapkan instrumentasi pengukuran
(b} |Mensetapkan sasaran pengukuran
{c) Melaksanakan pangukuran
Id) Menganalisis dala pengukuran
(€] |Menginterprelasi hasi pengukuran
9).  Melaksanakan modifikas) proguk
{a) _|Melaksanaken repai (parbaikan) produk
(b) _ |Melaksanakan modiflikasi produk
1Q). |Melaksanakan perawatan produk
(a} _[Melaksanakan perawalan rutin (harian) produk
(b) |Melaksangkan perawalan berkala produk
{c) Melaksanakan perpaikan menyeluruh {over haui)
produk
11). |Melaksanakan studi kelayakan sistem leknolog
{a)__[Menelapkan paramelar kelayakan
(b} Melaksanakan penyelidikan kesesuaian dengan
paramater kelayakan
12}). [Melaksanakan studi banding sistem teknologi
(a) [Menetapkan acuan studi banding
(b) |[Malaksanakan perbandingan kinerja suatu teknalogi
b Melaksanakan kegiatan di lingkungan berisiko linggi atau
berbahaya

Sebagai Kelua Sub Kelompok (Leader)

a

Memberikan supervisi kepada para Engineering Stafl dalam:

1),

Melaksanakan desain konsepluali awal

(a) _|Memberikan beberapa allernatil meloda desain

(b} |Menelapkan meloda kalkulasi

{¢) {Menilai hasil desain awal

2). |Melaksanakan desain rinci
{a) [Memberikan meloda optimasi
(b) |Mensintasiskan hasit desain awal menjadi dasain
ringi
(c) Memberikan metoda arasi desain
3). Melaksanakan perhitungan
(a) |Melaksanakan penurunan persamaan
malemalik/modelfiing
(b} |Melaksanakan deskritisasi persamaan
{c) _|Memberikan metoda pemecahan parsamaan
4).  |Melaksanakan Pengujian
(a) [Menyajikan beberapa alternalif jenis peraialan
pengujian
(b} _|Menentukan peralalan perolehan data
(c) |Menentukan peralatan pengolah dala
(d) [Memberikan meloda dan siralegi pengujian
(e) _|Memberikan metoda inlerprelasi hasil penguijian
5).  [Melaksanakan explorasi
{a) jMelaksanakan pemilihan dan penatapan sasaran
explorasi
(b} _[Menetapkan matoda explorasi
(] Malaksanakan penurunan hasil explorasi menjadi
model matematika
6). |Melaksanakan observasi

(8) |Melaksanakan pemilinan dan penetapan sasaran
observasi

(b) [Menelapkan metoda observasi
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iy Melaksanskan penurunan nasi observasi men|adi
model matematika

71 Melaksanakan pengukuran
(a) Melaksanakan pemilihan dan penetapan sasaran
pengukuran

{0} Menetapkan metoda pengukuran

ic} Melaksanakan penurunan hasit pengukuran men;adi
model matemalika

3} Mzlaksanakan modifikasi produk

{a) Membedikan meloda modifkas: produk

{b) jMemberikar\ meloda perbakan (repair) produk

Gy Melaksanakan perawalan produk

(8]  |Memberikan metoda perawalan produk

(b) Memberikan meloda perbaikan menyeluruh (over
hauf} produk

10} Meleksanakan studi kelayakan sistem teknologi

{a) _|Menelapkan persyaralan kelayakan

(b) Melaksanakan pemilihan parameter kelayakan

{c) Menelapkan model yang akan dipakai sebagai
acuan

11)._ | Meretapkan acuan banding

Menyelenggarakan pertemuan dan memimpin diskusi dengan
pare Staf Perekayasa (Engineenng Staff) lentang pekerjaan
mereka

Memberikan presentasi hasil kegiatannya dalam perlemuan
berkala yang diselenggarakan dan dipimpin cleh Kelua
Kelompok {Group Leader)

] Mempersiapkan bahan presenlasi laparan hasil kegialan
Pake! Kerja (Work Pacikage ) yang dipimpinnya
4

2] Memberikan presentasi hasil kegiatan di hadapan Ketua
Kelompok { Group Leader) secara berkala (Pemaparan
diskusi, dan penyimpuwan hasil)

Meiaksanakan kegialan di lingkungan berisiko linggi atau
berbahaya

3|Sebagai Ketua Kelompok (Group Leader)

a

Mengkombinasikan hasil-hasil dari seluruh Paket Pekenaan
(WP] yang berada di bawahnya dalam keiompok
keimuan/keahliannya

1) Melaksanakan sub-integrasi produk struklur rincian kerja
(WBS) untuk masalah disain

2) Melaksanakan sub-integrasi produk struktur fincian kerja
(WBS) untuk masalah testing

3 Melaksanakan sub-integrasi produk siruktur rincian kerja
{WHS ) untuk masalah explorasi

4).  |Melaksanakan sub-miagrasi produk slruklur rincian kerja
{WBS ) untuk masalah observasi

5 Melaksanakan sub-inlegrasi produk WBS uniuk masalah
pengukuran

B) Melaksanakan sub-inlegrasi produk siruktur rincian kerja
(WBS ) untuk masalah modifikasi

7) Malaksanakan sub-integrasi produk struktur rincian kerja
(WBS ) untuk masalah perawalan

Mendiskusikan kualitas capaian dani segi teknis dengan
medakukan ilerasi leknis diantara kelampak (group ) yang leckail

Mendiskusikan masalah yang berkailan dengan ketepaian
waklu, pendanaan, dan pengadaan barang sesuai dengan
struktur rincian kerja (WBS)- nya dengan melakukan iterasi yang

Membuat perencanaan kontrak kerjiasama teknis dengan pihak
lain bersama Manajer Program (Program Manager)

Mengusulkan pengadaan barang dan spesifikasinya kepada
Manajer Program {Program Manager)

Memberikan presentasi hasil kegialannya dalam pertemuan
secara barkala yang diselanggarakan dan dipimpin oleh
Program Director dan dihadiri oleh Insinyur Kepala (Chief
£ngineer) dan Manajer Program (Program manager)

1) Mempersiapkan materi presentasi laporan hasil kegialan
struklur rincian kerja (WBS ) yang dipimpinnya

2). |Memberikan presentasi hasil kegialan di hadapan Kepala
Program (Program Director ) secara berkala (paparan,
diskusi dan kesimpulan}

Melaksanakan kegialan di lingkungan berisiko tinggi alau
berbahaya




Asisten Manajer Program {Assistan! Program Manager)

Membua! perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan dan
pendangan bersama dengan Manajer Program (Program
Manager)

1) Mengusutkan metada pengendalian proyek. dan
sejenisnya untuk penjadwalan dan pengendalian program

2) Mengusulkan rencana pendanaan yang lelah
dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

Menyiapkan draft kontrak kerjasama teknis dengan pihak lain
bersama Manajer Program (Program Manager)

Mengusulkan pengadaan bararg melalu Pengelola anggaran
sesual dengan spesifikasi yang divsulkan Ketua Kelompok
(Group Leader) bersama Manajer Program {Program Manager)

Melaksanakan evaluasi berkala dengan para Ketua Kelompok
{Group Leader) bersama Manajer Program (Program fanager)

1) Melakukan penyesuaian (adwal keg:atan terhadap kondisi
pendanaan yang berjalan, mendiskusikan dampak
kesesuaan pendanaan yang baru lerhadap produk kerja

23, Mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan kelepatan
waktu pengadaan barang

Memantau jalannya program dilintau dan segi waklu dan dana

1) Melaksanakan Pemantauan dan Pengendalian Kemajuan
Kegiatan (PCM ) bersama Manajer Program (Program
Manager}

2).  {Menyusun draft laporan kemajuan program dari segi
waklu dan dana

Melaksanakan kegiatan di lingkungan berisiko linggl atau
berbahaya

Manajer Program_(Frogram Manager)

a Mambuat perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan dan
pendanaan.
1} Merencanakan jadwal pendanaan program yang telah
ditatapkan
(a) Memberikan meloda pengendalian proyek, dan
sejenisnya untuk penjadwalan dan pengendalian
progran
(b)  |Membuat rencana pendanaan yang lelah
dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait
b Menetapkan konirak kerjasama teknis dengan pihak lain
c Mengusulkan pengadaan barang melalui Pengelola anggaran
sesuai dengan spesifikasi yang diusulkan Kelua Kelompok
{Group Leader)
d Melaksanakan evaluasi barkala dengan para Group Leader
1).  |melakukan penyesuaian jadwal kegialan lerhadap kondisi
pendanaan yang berjalan, mendiskusikan dampak
kesesuaian pendanaan yang baru lerhadap produk kena
2). {Mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan ketepalan
waklu pengadaan barang
e Memantau jalannya program dilinjau dari segi wakltu dan dana
1) Melaksanakan Pemantauan dan Pengendalian Kemajuan
Kegiatan (PCM)
2).  |Menyusun Laporan kemajuan program dari segi waktu dan|
dana
3} Mempresentasikan laporan kemajuan program dari seqi
waklu dan dana di hadapan Kepala Program (Program
Director) secara berkala
f Membeniuk Organisasi Fungsional Program bersama Kepala
Program (Program Director) dan Insinyur Kepala {Chief
Enginger)
g Metaksanakan kegiatan di lingkungan berisiko linggi atau

berbahaya




Aststen Insinyur Kepala (Asistant Chiel Engineer} . ]

a

Menyiapkan draft Engineerning/ Tesl/ Prodiction manuat

1) Menyiapkan draft buku acuan kerekayasaan (Engineanig

) Menyiapkan draft buku acuan penguyan (Test Manuai)

3} |Menyiapkan draft buku acuan produksi (Produchon
Manisal)

Mengusutkan persanil yang sesuai serta klanfikas dan sand
kerja (jab code)

Mengusulian rencana waktu keterlihalan personil dalam Lap
prorgram

Menyiapkan pertemuan dalam rangka koordinas: kera

Memanlau pelaksanaan program bersama Insinyur Kepala
{Chiel Engineer)

Melaksanakan kegiatan di lingkungan berisie tngg atau
berbahaya

Insin

ur Kepala (Chief Engineer)

a

Membentuk Qrganisasi Program bersama Kepala Program
(Program Director) dan Manajer Program (Program Manager)

Membuat perencanaan SDM yang sesuar kebutuhan,
berkoordinasi dengan para Kepala Urit Strukiural vang terlibal
dalam program

1) Merencanakan waklu keterlibatan personil dalam liap
program

2) Mendiskusikan dan menelapkan Sumber Daya Manusia
yang terlibat dalam program dengan para Kepala Unit
Struktural

Mengevaluasi dan menystujui usulan spesilikasi leknrs barang
yang diusulkan Ketua Kelompok {Group Leader)

Mengintegrasikan hasil-hasy dari seluruh W3S dilinjau dari
kualitas teknik pemenuhan Design, Regquwamen!, and Objactive
[DR&D)

1) Memberikan supervisi teknis untuk penyelarasan kinena
secara ratin

2} [Memberikan saran perbaikan, alternatil teknik yang lain
pada perlemuan diskusi dengan para Ketua Kelompok
(Group Leader )secara bersama atau sendiri-sendi, Lniuk
mendiskusikan hasil - hasil pragram sacara berkala

3). [Melakukan optimasi desain {trade-off) terhadap kondisi
batas yang masih bisa dinegosias dianlara struktur incian
kerja (WBS ) dan prioritas hasil-hasd sirukiur incian kera
(WBS ) untuk mendapatkan produk akbir yang paling
sesuai pada akhir {ahun anggaran

Mampresantasikan hasil kegiatan secara lekris di hadapan
kapala program secara berkaia

Melaksanakan kegiatan di lingkungan berisiko linggi atau
berbahaya

Kepala Program (Prograr Director )

a

Melakukan perencanaan program barsama Pengelola Program
(Program Manager) dan Insinyur Kepala (Chiel Engineer)
membentuk organisasi program, menentukan jumiah struktur
rincian kerja (WBS) dan jumlah paket pekerjaan (WF) uniyk
satiap struktur rincian kerja (W8S )

Mengangkat personil-parsonil yang lerlibat dalam program seda
pejabat-pejabat fungsional atas usulan Insinyur Kepala (Chief
Engineer), dan Program Manajer (Program Manager)

Mendiskusikan jatannya program ditinjau dari segi teknik
ketapatan wakiu dan pendanaan sacara berkaia bersama para
Ketua Kelompok {Group Leader). Program Marajar (Program
Manager) dan Insinyur Kepala (Chief Engmeer)

Memantau jalannya program

1).  |Memberikan saran-saran pada seliap {asa penelaahan
program (program roview ). lahap persiapan (Prehminary},
tahap rinci (Detafl), tahap kritis { Critical) dan tahap akhir
(Final

2).  [Melaporkan jalannya program serta mempertanggung
iawabkan hasil program kepada kepala unil struktural
(pimpinan terkait) yang memberi pekerjaan secara
berkala
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e Mensosialisasikan hasil program kepada para Stakeholders
terkait unluk dilakukan Uji Qperasional dan Evaluasi

1), |Memberikan presenlasi mengenai program berjalan
2) Memperagakan hasil-hasil program
f Mempresentasikan serta memperiahankan usulan Hak Atas

Kekayaan Inteletuat di hadapan yang berwenang

o3 Melaksanakan kegiatan di lingkungan berisike linggi alau
berbahaya

B Pelaksanakan penyusunan Pedoman dan Pembuatan Laporan dalam
Organisasi Fungsionai Kerekayasaan

1. |Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program (Program Manual)

a Sebagai Inswvyur Kepala {Chief Engineer) mempersiapkan buku
acuan program (FProgram Manual)

b. |[Sebagai Manajer Program {Frogram Marager) memariksa buku
acuan program (Prograri Manual )

s Sebagai Kepala Program (Program Director) menyetujut buku
acuan program (Program Manual)

2 Menyusun Pedoman Pelaksanaan Desain (Design Manual) yang
lerdini dari Design, Requirement, and Objective (DR&Q), State of The
Art Method | Mean of Compliance, Engineering Drawing and
Documentation, Design Scheduling

a. |Sebagai Ketua Kelompok {Group Leader) mempersiapkan buku
acuan desain {Design Manual)

b Sabagai Insinyur Kepala {Chief Engineer) memeriksa buku
acuan desain (Design Manual)

c. |Sebagai Kepala Program (Program Director} menyetujui buku
acuan desain {(Design Manual )

3. |Menyusun Pedoman Pelaksanaan Kerskayasaan/ Pangujian/
Produksi (Engineerning’ Test/ Production Manual)

a  |Menyusun Engineenng Manual yang sekurang-kurangnya terdiri
dari Tujuan Kerekayasaan (Engineering Objective), meloda
kerekayasaan (Engineering Melhod), defimsi parameler
(parameter definition), penjadwalan (scheduiing) unluk kegtatan
prolotyping dan atau audit teknologi, den aleu sedifikast. dan
atau standarisasi

1) Sebagai Ketua Kelompok {Group Leader } mempersiapkan
buku acuan kerekayasaan (Engineering Manual)

2) Sebagai Insinyur Kepala (Chief Engineer) memeriksa
buku acuan kerekayasaan (Engineering Manual}

3). |Sebagai Kepala Pregram (Program Director ) menyetujui
buku acuan kerekayasaan (Engineering Manual)

b. Menyusun buku acuan peng_uiian ({Test manual)

1).  |Sebagai Ketua Kelompok (Group Leader) mempersiapkan

2). |Sebagai Insinyur Kepala (Chief Engineer ) memeriksa
buku acuan pengujian {Test Manual)

3). [Sebagat Kepala Program (Program Director ) menyelujui
buku acuan pengujian {Test Manual)

G |Menyusun Production manual yang terdiri dari production
method, production scheduling, sub assembiy, smail assembly,
product integration, product scheduling

1} Sebagai Ketua Kelompok (Group Leader ) mempersiapkan
buku acuan produksi (Production Manual)

2y Sebagai Insinyur Kepala {Chiefl Engineer) memeriksa
buku acuan produksi (Production Manual})

3). |Sebagai Kepala Program (Program Oirector) menyetuiui
buku acuan produksi {Production Manual)

4, [Menyusun catatan teknis {Technical Notes), yailu menuliskan hasil-
hasil kerja dari seligp stal Perekayasa (Engineering Staff) seliap saal
dari kegiatan yang dilakukan

a.  |Sebagai Staf Perskayasa (Engineering Staffy mempersiapkan
calatan feknis {TA})

b Saebagai Kelua Sub Kelompok (Leader) memeriksa calalan
tanis (TN)

c.  |Sebagai Ketua Kelompok (Groug Leader) menyelujui catalan
teknis (TV)
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Menyusun Laporan Teknis {Technical Repori) alau revisi taporan
teknis (Technical Memorandum) yang merupakan hasil dari kegistan
leader dengan acuan laporan leknis { Technical Peport) dari para stal
Perakayasa (Engineering Stafi) yarg leribal

a Sebagai Ketua Kelompok {Leader) mempersiapkan Laporan
Teknis (Technical Report} atau revisi laporan teknis [ Technical
Memorandum )

-] Sebagsi Ketua Sub Kelompok (Group teader) memeriksa
Laporan Teknis {Technical Report) alau revisi laporan lekais
( Technica! Memorandum)

c. Sebagai Insinyur Kepala {Chief Engineer) menyetujui Laporan
Teknis (Technical Report ) alau revis laporan teknis { Tachnical
Memgorandum )

6 Menyusun dokumen teknis (Techmcal Document) yang merupakan
hasil kerja Ketua Sub Kelompok (Group Leader ) yang merupakan
rangkuman hasil-hasil Peket Pekerjaan {WFP) yang lerkail dengan
acuan laporan leknis { Technicai Report ) yang dihasilkan
a Sebagai Ketua Sub Kelompok {Group feader) mempersiapkan

dokumen teknis {Technical Document}

b Sebagai Insinyur Kepala (Chief Engineer )Imemerksa dokumen
leknis { Technical Document)

c. Sebagai Kepala Program {Program Direciar ) menyelujun
dokuman teknis (Technical Document)

7. |Membuat Pragram Dacumeni yang merupakan integrasi hasil-hasil
kerja seliap Group Leader yang terlibat dengan acusn pada seluruh
Technical Document yang dihasilkan
a Sebagai Insinyur Kepala (Chief Engineer} mempersiapkan

{Program ODocument )

b Sebagai Manajer Program {Program Manager) memeriksa
laporan akhir program (Frogram Document)

c. Sebagai Kepala Program {Program Direciar) menyelujui laporan
akhir program (Program Documeant)

8. |Menyusun laporan pemantauan dan pengendalian kemajuan kegiatan
{Progress Control and Moniftoring ), yaitu membukukan dan
merangkum hasil kerja Manater Program (Program Manager) dan
Asisten Manajer Program (Asisten Program Manager) dalam benluk
dokumen yang melipuli evaluasi program terhadap dana serla
perubahan-perubahannya
a. |Sabagsi Manajer Program {Pogram Manager) memperstapkan

laporan pemantauan dan pengendalian kemajuan kegiatan
{Progress Conlrof and Monitoring)

[~ Sebagai Manajer Program {Program Manager) memeriksa
laporan pemantauan dan pengendalian kemajuan kegiatan
{Prograss Conlrof and Mamitoring )

c. Sebagai Kepala Program menyelujui laporan pemaniauan dan
pengendalian kemajuan kegialan (Frogress Control and
Monitoring)

9. |Melaksanakan kegiatan di lingkungan berisiko linggi atau berbahaya

PENGEMBANGAN PROFESI

A |Penyebarluasan produk Teknalogi Sesuai dengan Tugas dalam Pragram

yang

Sedang Berjalan

1.

Membual karya tulis di bidang kerekayasaan

a.  |Dalam bentuk buku yang dipublikasikan internasional

Dalam bentuk buku yang dipublikasikan nasional

b

¢ |Dalam bentuk makalah di majalah ilmiah internasional

d Dalam bentuk makalah di majalah dan madia massa nasional
yang diakui instansi pembina

e.  Dalam bentuk makalah yang dipresenlasikan pada pertemuan
ilmiah yang tidak dipublikasikan

8. |Pandayagunaan produk Teknologi

1.

Mendayagunakan produk leknologi yang memperoleh HAKJ (kecuali
merk}

2.

Mendayagunakan produk teknologi lerjual & memperoleh royalii

C. [Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan

Kerekayasaan




Menyusun Petunjuk Petaksanaan, Petunjuk Teknis Pengelolaan Keglalan I
Kerekayasaan

0 |Perolehan Sertifikat Profes:

Mermpercieh serifikat profesional di bidang kerekayasaan (diilal 1 § per
jenis)

E |PenerjemahanfPenyaduran Buku dan Bahan Lain di Bidang Kerekaypsaan

1 Menerjemahkan/menyadur di bidang kerekayasaan yang
dipublikasikan

a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secar;
nasional

%, {Dalam majalah Imiah yang diakui oleh tembaga yang
berwenang

2 a Dalam bentuk buku

b Dalam bentuk makalah

JUMLAH

JUMLAH UNSUR UTAMA

I/, |[KEGIATAN PENUNJANG |

A |Pengajar/Pelatih di Bidang Kerekayasaan

|
1 Mengajarfmelalin Dikial, per 2 Jam Pelajaran i
2.  [Membimbing siswa :

3. |Menyusun kurikulum/fbuku/diktatimadul berkaitan dengan petallban
kegiatan kerekayasaan

B. |Peranserta dalam Seminari Lokakaryal Korferensi di bidang
kerakayasaan

1 Pemrasaran

2 Moderalor/pembahasinarasumber

3 Paserta

C. {Keanggolaan dalam Organisasi Profesi di bidang Kerekayasaan

Bearparan aklif sebagai anggota organisasi profes:, setiap lahun

a Internasional

b Nasional

C. Daerah PropinsifKabupalen/Kota/Departemen/LPND

D. [Keanggotaan dalam Tim Penitai

Manjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perekayasa secara ak!if
setiap DUPAK

Menjadi anggota Mitra Beslar (FPeer Review). seliap Sural Keputusan

{e. |Peralehan Penghargaan/Tanda Jasa

1 Tanda kehormatan Satyalancana Karya Salya

a. [10 Tahun

b. {20 Tahun

[ 30 Tahun

Satyalancana Pembangunan

Bintang Jasa

2,
3. |Setyalancana Wirakarya
4.
5.

Bintang Mahaputera.

F.  [Perolehan Geiar Kesarjanaan fainnya

1. |Memperoleh gelar kehormatan akademis, seliap gelar

2. |Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

a._|Pasca Sarjana(S5-2)

b, [Doktor{S-3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkat di alas / di bawah *}

1 2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

Dicorel yang tdak perlu



L]

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK ;

1. Sural pemyataan melakukan kegiaian kerekayasasn T
2 Surat pefmyataan melakukan kegiatan pengemtangan profesi

3 Surat pernyataan melakukan kegiatan perunang kerekayasaan
4 .

Demikian disampaikan, bahwa seluruh dokuman yang dindaikan lidak melanggar Hak atas Kekayaan Intelekt.al

Materei RN, 6000

NP
v Catatan Pejabat Pengusul :
1
2.
3
4. dan seterusnya
{ jabatan )
(nama pejatal pangusul }
NP
v Catatan Tim Penilai Instansi:
Catatan Penilai |
Nama Penilai 1)
_{Nama Penil; AL
NIP
alatan Penilai Il
{(Nama Penilai 11}
NIP
Catatan Kelua
{Nama Ketua Penitar )
NiP
v Catatan Tim Penilai Pusat:
Catalan Penilai |
{ Nama Pendai | }
NIP
Catatan Penilai i1
{Nama Penilai 1l )
NIP
Catatan Kelya
{Nama Ketua Penilai )
NIP
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CONTOH : LAMPIRAN 1l PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PENGKAUJIAN DAN PENERAPAN
KEGIATAN KEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
NOMOR
TANGGAL

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN KEREKAYASAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e D
NIP
Pangkat/golongan ruang P
Jabatan e
Unit kerja Y SRS

Menyatakan bahwa:

Nama Y P RU PRI UPTSTRRTRRIS

NIP
| Pangkat/golongan ruang/TMT |
| Jabatan TR O U PRSP P PO TP PP PUPPUPRUPPPOURPN

UnitKerja

Telah melakukan kegiatan kerekayasaan sebagai berikut :

Nomor Angka Keterangan/
No | Uraian Kegiatan KeBg;::t;n Tanggal | Kredit bukti fisik
i ) 1.4 5 6
1.
2.
3.
dst
Jumiah

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

......................... Jo st tm e e i e

Atasan langsung
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CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN

PROFESI PEREKAYASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFES| PEREKAYASA

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

Il PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN
PENERAPAN

PENGKAJIAN DAN

TEKNOLOGI DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR :

NOMOR

TANGGAL

Néjm_or Angka | Keterangan/
No | Uraian Kegiatan Keg?;'tran Tanggal Kredit Bukti Fisik
N 3 4 5 6

Jumlah

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
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CONTOH :

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN
KEREKAYASAAN

SURAT PERN

LAMPIRAN |V PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN

PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR

NOMOR

TANGGAL

YATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN KEREKAYASAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan bahwa.
Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit kerja

Telah meilakukan kegiatan penunjang sebag

Bi berikut :

Né’”t‘_or Angka | Keterangan/
No | Uraian Kegiatan Kei:a'tran Tanggal | Kredit Bukti Fisik
SN T R 3 1 a4 | & ) 6

Jumiah

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dip

L-1Vy
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CONTOH : LAMPIRAN VvV PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN

SURAT PERNYATAAN TELAH PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN TEKNCILOGI DAN KEPALA BADAN
PELATIHAN KEREKAYASAAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR

NOMOR

TANGGAL

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEREKAYASAAN

Yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah mengikuti pendidikan sebagai berikut :

Nomor Angka | Keterangan/
No | Uraian Kegiatan KeBgLiglt;n Tanggal Kredit Bukti Fisik
SR T 3 . 4 9. ) 6
1.
2.
3.
dst

Jumlah

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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CONTOH : LAMPIRAN VI PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR

NOMOR

TANGGAL

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor

Masa penilaian L Lo .
Instansi :

| KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama
2 INIP
3 Nomor Seri KARPEG
4 Pangkat / Golongan Ruang / TMT o
5 | Tempat dan Tanggal Lahir
6 | Jenis Kelamin
7 Pendidikan Tertinggi
8 | Jabatan Fungsional / TMT
Lama
9 | Masa Kerja golongan
Baru
9 | Unit kerja
] PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARLU JUMLAH

| Pendidikan Sekolah

Il | Angka Kredit Penjenjangan

A. Utama

] 1) Pendidikan dan Pelatihan di bidang kegidtan
kerekaysaan dan memperoleh Surat Tapda
Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)

2) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

3} Kegiatan Kerekayasaan

4) Pengembangan Profesi

Jumiah Unsur Utama

B. PENUNJANG

Kegiatan Penunjang

Jumiah Unsur Penunjang

Jumiah Unsur Utama dan Unsur Penunjang

Jumiah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit

Penjenjangan
il | DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM
JABATAN................... {PANGKAT. ... FTMT. e
ASLI disampaikan dengan hormat kepada ! Ditetapkan di .
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN pada tanggal.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

Perekayasa yang bersangkutan;

Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
Sekretaris{Tim Penilai yang bersangkutan;

Pel(abat yang berwenang menetapkan angka kredit NIP
Sekretariat Instansi Pembina ( Pusbindiklat BPPT ). '
Kepala Biro/ Bagian gang menangani Kepegawaian,

Instansi / BKD yang bersangkutan .

DO W
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CONTOH : LAMPIRAN VII PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOG!
PERTAMA KALI/ PENGANGKATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
HKEMBALI DALAM JABATAN NOMOR
FUNGSIONAL PEREKAYASA NOMOR

TANGGAL:

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR oo, et aenea.
TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa  sebagai pelaksanasn dari Pasal 27 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional
Perekayasa dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali*)

Saudara.........ooiiin dalam jabatan Perekayasa ............ ;
D e ;
Mengingat © L Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M,PAN/7/2008
6. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengkaijian dan Penerapan Teknologi dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara NOMOr............cocieivie e dan NOMOT....c..oeviveniiie )
MEMUTUSKARN :
Menetapkan
PERTAMA ! Terhitung mulai tanggal ....... . ..... -....mengangkat/mengangkat kembali *} Pegawai Negeri Sipil;
a,. Nama :
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
Dalam jabatan..........cooeeoeeiio
KEDUA e e
KETIGA ) e e et
KEEMPAT t  Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di...........ooooi i
pada Tanggal ...........cccooeere .
NIP.
TEMBUSAN :
1. Kepata Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

Instansi yang bersangkutan;*}
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
Yang bersangkutan; *)

6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan,

e

*)  Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap periu,
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CONTOH :

KEPUTUSAN PENGANGKATAN/
PERPINDAHAN DARI JABATAN
LAIN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PEREKAYASA

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERN

TENTANG
PENGANGKATAN/PERPINDAHAN
KE DALAM JABATAN FUNGSIO

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNU

LAMPIRAN VEII

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNQLOGI
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR

NOMOR

TANGGAL:

R/BUPATI/WALIKOTA*)

..............................

ARI JABATAN LAIN
AL PEREKAYASA

/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang a. babwa sebagai pelaksanaan dari Pgsal 30 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PANY7/2008 tentang Jabatan Fungsiona! Perekayasa dan
Angka Kreditnya, dipandang per{u untuk mengangkat Saudara..............ceoe dalam
jabatan Perekayasa ............c.ceees;
2 T U U U P U O O S TSP OSSP PP PPRSPSTURPOPRPPPPP
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 |sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 | Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2G03;
l 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaah Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008;
6. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologl dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor............... dap NOMOr......ocoiveiin . ;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA Terhitung mulai tanggal ... o mengangkat Pegawai Negeri Sip#
a. Nama SO PPN
b. NIP S FE SO U P PP PRSPPIt
¢. Pangkat/golongan ruang/TMT O U PO EUPTUR
d. Unit kerja H O PP SPUPTRUPR
Dalam jabatan ........ccooeveiiiiiiiiennn. dengan angka kredit sebesar .................. (coonrrriieniieeens }
KEDUA
KETIGA i T OO U PP PO TSNP TP PP PR PRTRTPRTPRTN
KEEMPAT Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekgliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditethpkan di.........cccoooe
pada tanggal
NIP)
TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang Bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagiar] Kepegawaian
Instansi yang bersangkutan;*) '
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Hagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*) '
6. Pejabat ihstansi lain yang berkepentingan.
*)  Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu,
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CONTOH : LAMPIRAN IX PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN
SURAT PERINGATAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :

NOMOR

TANGGAL:

SURAT PERINGATAN

NOMOR :
D A R
KEPADA YTH.
ALAMAT
TANGGAL
1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa -

4.

Nama :
NIP
Pangkat/Gol. ruang

.......................................................................................................................

Jabatan
Unit kerja et e e et e e ey ey e
Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini  sudah ... tahun  menduduki

jabatan........................ cerrnren tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan
sejumtah

.......................................................................................................................

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/219/M.PAN/7/2008 dan Peraturan Bersama Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara NOMOr ..o et dan Nomor .......cceceveeeee..
Tahun ................ diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari
Jabatan Perekayasa.

Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di @ .o
pada tangal & ..o

NIP

Tembusan :

1.
2.
3.

Kepata BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
Pimpinan unit kerja Perekayasa yang bersangkutan;

4. Pejabat lain yang dipandang periu.

*) Coret yang tidak periu.
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CONTOH : LAMPIRAN K PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN

KEPUTUSAN PEMBEBASAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOG
SEMENTARA DARI JABATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PEREKAYASA NOMOR

NOMOR

TANGGAL:

KEPUTUSAMN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOQTA
NOMOR fiiiiniindrirsinicinen
TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PEREKAYASA
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : Bahwa Saudara ... NIP . . jabatan ... pangkat/golongan ruang
............................ jabatan .................)].. berdasarkan keputusan Nomor ...
tanggal ... dinyatakan..........| . **) dipandang perlu untuk membebaskan sementara

dari jabatan Perekayasa.

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahup 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahup 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahup 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahup 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun|2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagurtaan Aparatur Negara Nomar PER/219/M.PAN/7/2008;
7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pgngkajian dan Penerapan Teknologi dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor............ dan Nomor ... ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA ¢ Terhitung mulai tanggal ..........................
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Unit Kerja :
dari jabatan............. dengan angka kr
(diisi dengan angka dan huruf)
" KEDUA 1 Saudara.......... dapat diangkat kembali dalam jabatan
KETIGA L RwE)
KEEMPAT :  Apabila kemudian hari ternyata terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Ppgawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkandi ...
pada tanggal
NIP
TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4, Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6.

Kepala, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala BirojBagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *)
*) Coret yang tidak perlu.

**} Alasan pembebasan sementara
“**} Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap periu.
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CONTOH : LAMPIRAN XI PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DARI JABATAN PEREKAYASA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMCR

NOMOR

TANGGAL:

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR : .o
TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PEREKAYASA KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : 2 bahwaSaudara ... ... . NIP . jabatan......... ... - pangkat/golongan ruang
............................. terhitung mulai tanggal ............... telah dijatuhi hukuman disinfin tingkat
berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ... ... . tanggal

.......................... /dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1
{satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil
daleam jabatan Perekayasa, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan dari jabatan Perekayasa.

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;

N

3. Perturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomar 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008;
7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor................... dan Nomor ............. ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA * Terhitung mulai tanggal ... |
a. Nama |
b. NIP
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Unit Kerja
KEDUA T )
KETIGA *  Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
NIP
TEMBUSAN -
L. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantar Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; *}
5. Pejabat'yang berwenang menetapkan angka kredit:
6.

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*)  Coret yang tidak periu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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CONTOH : LAMPIRAN XIJ] PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN

KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DALAM JABATAN DAN ANGKA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
KREDIT JABATAN PEREKAYASA NOMOR -
TANGGAL:
KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNYR/BUPATI/WALIKOTA*}
NOMOR i
TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PEREKAYASA
MENTERI/ PIMPINAN LPND /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara .................. NIP ..o .. dengan Keputusan ............ NOomor: ........ , tanggal

..................... terhitung mulai tanggal| ............... telah ditugaskan melakukan kegiatan
kerekayasaan pada ... e, ;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/219/M.PAN/7/2008 tanggal ........ 2008, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian
dalam jabatan dan angka kredit Perekayasa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun ]977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 TahunT 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008;
6. Peraturan Bersama Kepala Badan pencgkajian dan Penerapan Teknologi dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor................. dan Nomor.....coeeiviinnne, H
MEMUTUSKAN| :
Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ....... . ..o e
a. Nama :
b. NIP
c. Pangkat/gelongan ruang/TMT
d. Unit kerja :
disesuaikan dalam jabatan........ dengan anpka kredit ....... [ T ) sesuai dengan Lempiran IIT *)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Normor PER/219/M.PAN/7/2008.
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT . Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekelitfuan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan
perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawgi Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di.......ccooovcieiiiiiviii e
pada anggal ...
NIP
TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkulian; *)

2. Kepata Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan, *)
Instansi yang bersangkutan;*)

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; )

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keupngan Daerah yang bersangkutan; ™)

S. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*)  Coret yang tidak perfu.
*x) Diisi apabila ada penambaban diktum yang dianggap perlu.
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